
123 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas 

Pelayanan Kepemudaan dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan 

Pemuda (IPP) di Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Bojonegoro telah berjalan efektif, tetapi masih 

memerlukan penguatan pada beberapa aspek agar kontribusinya terhadap 

peningkatan IPP menjadi lebih terukur dan berkelanjutan. 

Pada indikator pencapaian tujuan, pelayanan kepemudaan Dinpora 

Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan kesesuaian dengan arah 

pembangunan pemuda. Program-program seperti pelatihan public speaking, 

workshop kewirausahaan pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, serta 

kegiatan KIPAN telah berkaitan dengan beberapa domain IPP, terutama 

pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan layak, serta partisipasi dan 

kepemimpinan. Namun demikian, pencapaian tujuan belum sepenuhnya 

optimal karena domain ketenagakerjaan layak masih menjadi aspek yang 

perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa program kepemudaan perlu 

lebih diarahkan pada peningkatan akses kerja, pengembangan usaha 

pemuda, pengurangan NEET, dan peningkatan keterampilan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja. 



124 

 

 

 

Pada indikator ketepatan pelaksanaan, pelayanan kepemudaan Dinpora 

Bojonegoro dapat dikatakan cukup tepat. Hal ini terlihat dari sasaran 

program yang diarahkan kepada pemuda usia 16–30 tahun, keterlibatan 

peserta dari berbagai kecamatan, serta pelaksanaan kegiatan yang memiliki 

relevansi dengan kebutuhan pemuda. Program kewirausahaan, pelatihan 

keterampilan, dan pembinaan organisasi telah menunjukkan adanya upaya 

Dinpora untuk menjangkau kelompok pemuda sebagai sasaran pelayanan. 

Akan tetapi, ketepatan pelaksanaan masih perlu diperkuat melalui pendataan 

peserta yang lebih rinci, pemerataan akses program, keterbukaan jadwal 

kegiatan, serta monitoring setelah program selesai dilaksanakan. 

Pada indikator manfaat bagi kelompok sasaran, pelayanan kepemudaan 

Dinpora telah memberikan manfaat bagi pemuda, terutama dalam 

peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, pengetahuan kewirausahaan, 

jejaring sosial, dan partisipasi organisasi. Program-program yang 

dilaksanakan memberi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi 

diri, meningkatkan kapasitas, dan terlibat dalam kegiatan yang produktif. 

Namun, manfaat tersebut masih lebih banyak terlihat pada manfaat langsung 

setelah kegiatan. Manfaat jangka panjang seperti keberlanjutan usaha, 

peningkatan pendapatan, keterlibatan organisasi secara berkelanjutan, dan 

akses kerja peserta masih perlu diukur secara lebih sistematis. 

Pada indikator adaptabilitas organisasi, Dinpora Kabupaten Bojonegoro 

telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyesuaikan program 

dengan kebutuhan pemuda. Hal ini terlihat dari adanya program soft skill, 
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kewirausahaan, pembinaan organisasi, KIPAN, serta pemutakhiran data 

organisasi kepemudaan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa 

Dinpora mulai menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan kebutuhan 

pemuda. Namun, adaptabilitas organisasi masih perlu diperkuat, terutama 

dalam penggunaan data IPP sebagai dasar perencanaan program, respons 

terhadap isu NEET, penguatan inklusivitas gender, serta koordinasi lintas 

sektor dengan perangkat daerah dan organisasi kepemudaan. 

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini adalah 

bahwa efektivitas pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro dalam rangka 

peningkatan IPP telah berjalan efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. 

Pelayanan yang ada sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

pemuda, tetapi masih perlu diperkuat melalui perencanaan berbasis data, 

pemerataan sasaran, tindak lanjut program, evaluasi outcome, dan kerja sama 

lintas sektor agar peningkatan IPP Kabupaten Bojonegoro dapat dicapai 

secara lebih nyata. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan: 

1. Pertama, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro perlu 

memperkuat perencanaan program kepemudaan berbasis data IPP. Setiap 

program sebaiknya dikaitkan secara jelas dengan domain IPP yang ingin 

ditingkatkan, seperti pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan layak, 
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partisipasi dan kepemimpinan, kesehatan, serta inklusivitas dan 

kesetaraan gender. Dengan cara tersebut, program kepemudaan tidak 

hanya dinilai dari jumlah kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari 

kontribusinya terhadap peningkatan indikator pembangunan pemuda. 

2. Kedua, Dinpora perlu memperkuat pendataan peserta dan monitoring 

pascakegiatan. Data peserta sebaiknya tidak hanya memuat nama dan 

asal kecamatan, tetapi juga jenis kelamin, usia, status pendidikan, status 

pekerjaan, jenis usaha, keanggotaan organisasi, serta perkembangan 

peserta setelah mengikuti program. Pendataan ini penting agar Dinpora 

dapat mengetahui apakah program benar-benar menjangkau pemuda 

yang membutuhkan layanan dan apakah program memberikan manfaat 

jangka panjang. 

3. Ketiga, program kepemudaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 

dan kewirausahaan perlu diperkuat karena domain ketenagakerjaan layak 

masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Dinpora dapat 

mengembangkan program pelatihan yang lebih aplikatif, pendampingan 

usaha, fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, pemasaran digital, 

serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Program 

kewirausahaan juga perlu dilanjutkan dengan pembinaan berkelanjutan 

agar peserta tidak hanya memperoleh motivasi, tetapi benar-benar 

mampu mengembangkan usaha. 

4. Keempat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Bappeda perlu 

memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan pemuda. Isu 
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pemuda tidak dapat diselesaikan oleh Dinpora saja karena berkaitan 

dengan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, UMKM, 

perizinan, dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, 

diperlukan forum koordinasi atau rencana aksi daerah kepemudaan yang 

melibatkan Dinpora, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, dinas yang 

menangani UMKM, organisasi kepemudaan, karang taruna, serta 

komunitas pemuda. 

5. Kelima, organisasi kepemudaan dan pemuda penerima layanan 

diharapkan lebih aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program kepemudaan. Pemuda tidak hanya menjadi peserta 

kegiatan, tetapi juga perlu menjadi mitra pemerintah dalam 

menyampaikan kebutuhan, memberi masukan, dan menggerakkan 

kegiatan positif di masyarakat. Dengan partisipasi tersebut, pelayanan 

kepemudaan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pemuda di 

lapangan. 

6. Keenam, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur pengaruh 

program kepemudaan terhadap indikator IPP secara lebih terukur. 

Peneliti berikutnya juga dapat meneliti secara khusus satu domain IPP, 

misalnya ketenagakerjaan layak, NEET, kewirausahaan pemuda, 

partisipasi organisasi, atau kesetaraan gender, agar analisis yang 

dihasilkan lebih mendalam. 
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